
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH 

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 Telepon : 0813-2759-5442 
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Nomor : W.13-PP.04.02-335 03 Juni 2025  
Sifat : Sangat Segera 
Lampiran : - 
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, 

dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan 
Bupati Magelang 

 
Yth. Sekretaris  Daerah Kabupaten Magelang     
 di tempat 
 

Sehubungan dengan surat Saudara perihal Permohonan Pengharmonisasian, 
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi melalui: 
1. Surat Nomor : 180/128/01.02/2025, tertanggal 15 Mei 2025 Permohonan 

Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Magelang; 

2. Surat Nomor : 180/139/01.02/2025, tertanggal 26 Mei 2025 Permohonan 
Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025; 

3. Surat Nomor : 180/125/01.02/2025, tertanggal 15 Mei 2025 Permohonan 
Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; dan 

4. Surat Nomor : 180/126/01.02/2025, tertanggal 15 Mei 2025 Permohonan 
Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang  Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta 
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan  Belanja Daerah, 

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
58 ayat (2), Pasal 63, dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat 
ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 
 

Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
 

Heni Susila Wardoyo 
 

Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum Republik Indonesia; dan 
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;  
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan  
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI MAGELANG  

NOMOR ... TAHUN ... 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

DI KABUPATEN MAGELANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa pendidikan keagamaan memiliki peran yang sangat 
penting bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam membentuk 

individu yang beriman, berakhlak mulia, serta menanamkan 
nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan keberagaman untuk 
menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa berkembangnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan 

di bidang pendidikan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magelang memberikan ruang bagi Pemerintah Desa untuk ikut 
berperan dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan 

khususnya pendidikan keagamaan di Desa guna peningkatan 
kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; 

c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam 

penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Desa, Peraturan 
Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Desa di Kabupaten Magelang perlu dilakukan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Desa di Kabupaten Magelang; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang 
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN 

DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 
BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAGELANG. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita 
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Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai 

berikut: 
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 4 

 
(1) Kewenangan lokal berskala desa meliputi: 

a. pengelolaan tambatan perahu; 

b. pengelolaan pasar Desa; 
c. pengelolaan tempat pemandian umum; 

d. pengelolaan jaringan irigasi; 
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos 

pelayanan terpadu; 
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 

h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 
i. pengelolaan embung Desa; 
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 

k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah 
pertanian. 

(2) Selain kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kewenangan lokal berskala desa 
setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi: 

a. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa; 
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 
c. pendataan dan pengelolaan data statistik desa; 

d. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; 
e. pelaksanaan kerja sama antar desa; 

f. pengelolaan aset milik desa; 
g. pengelolaan arsip desa; 
h. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 

i. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat 
desa; 

j. pengelolaan ekonomi lokal desa; 

k. pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya 
alam dan lingkungan desa; 

l. pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan 
teknologi tepat guna; 

m. pengelolaan lumbung desa; 

n. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan 
ketenteraman wilayah dan masyarakat desa; 

o. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-

kelompok masyarakat desa; 
p. sosialisasi  peraturan perundang-undangan dan program 

pemerintah dan pemerintah daerah; 
q. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik 

desa; 

r. pengembangan produk unggulan desa dan 
pengembangan pusat perekonomian desa; 

s. pengelolaan wisata milik desa; 
t. pengelolaan persampahan berskala desa; 
u. pembinaan olahraga desa; 

v. penanggulangan bencana, keadaaan darurat, dan 
keadaan mendesak yang berskala lokal desa;  

w. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD, dan Lembaga 

desa lainnya; dan 
x. penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Desa. 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Magelang. 
 

Ditetapkan di  Kota Mungkid 

pada tanggal           
 

BUPATI MAGELANG, 
 
 

 
GRENGSENG PAMUJI 

 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal  

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
        

 
 

ADI WARYANTO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR ... 
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